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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan
pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak2 yang
digantikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan ini Negara Indonesia
memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa terkecuali. Salah satu
bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan pada saat anak
berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika mereka sedang menjalani
proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang di
pengadilan, dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika mereka terbukti
melakukan tindak pidana. Meskipun dalam segi umur masih tergolong
dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan hak-
haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,
mental dan sosial anak.

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam
pembangunan bangsa dan negara, sebagai insan yang belum dapat
berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat
tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun
sosial, usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan

terutama menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rasa harga diri



anak akan berkembang apabila mereka tahu bahwa lingkungan
menghargai dan suka berbagi pengalaman dengan mereka.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber
daya pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Anak
adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam
konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara
tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu,
kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan
terbaik bagi kelangsungan hidup manusia.!

Tidak semua anak dapat hidup normal, tetapi banyak anak yang
melakukan kenakalan dan akhirnya berkonflik dengan hukum. Anak yang
berkonflik dengan hukum akhirnya akan dijatuhi pidana (straf) atau
tindakan (maatregels).? Tingginya kasus anak yang harus berakhir di
penjara, sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model
pemenjaraan menekankan juvenile delinquency. Tak aneh kalau
kemudian bermunculan banyak kritik terhadap efektivitas pemenjaraan
dalam menekan dan menangani kriminalitas, terlebih yang dilakukan oleh
anak-anak.?

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya

dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus

globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu

! Widodo, Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam
Perspektif Hukum Pidana, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, h. 9.

2|bid., h. 10.

3 Elisabeth Juniarti, dkk, Diversi dan Keadilan Restoratif : Kesiapan Aparat
Penegak Hukum dan Masyarakat Studi di 6 Kota di Indonesia, Pusaka Indonesia,
Jakarta, 2014, h. 4.



pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai
orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan
perilaku anak.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati
perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik
dari kualitas maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan
anak tersebut dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya
para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan
yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan
usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan
penanggulangan kenakalan anak, perlu dilakukan.*

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan
Juvenile Deliguency. Juvenile Deliqguency adalah suatu tindakan atau
perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial
yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.®

Juvenile Deliguency menurut Romli Atmasasmita adalah :

Perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18
tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap
norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan
perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. Penyimpangan
tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak
negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus
globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang
mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh
terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak
memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan
dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta
pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah

4 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia,
Graha limu,Yogyakarta, 2010, h.103.
5 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama Bandung, 2017, h.11.



terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang
kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Anak dalam tata kehidupan masih berada dalam masa
perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum
stabil/matang. Umumnya anak mengalami krisis identitas pada tahap
kehidupannya. Krisis identitas anak tergantung pada lingkungan yang ikut
menentukan pembentukan identitas atau pribadinya bila lingkungan yang
menentukan akan memungkinkan dia menjadi seorang yang matang
pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong ke hal-hal yang
negatif. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah
laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala

ciri dan sifatnya yang khas tersebut.

Secara psikologis, kejahatan anak berangkat dari terputusnya
harapan anak dalam mencari identitas diri. Anak-anak demikian
sering terjebak dalam pergaulan yang melanggar hukum, seperti
minum-minuman keras, narkotika dan tindak pidana serta
perbuatan kriminal lainnya. Sikap dan perilaku anak yang
melanggar ketertiban, melanggar hukum disertai tindak kriminal,
selalu berakhir berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak
kurang memahami bahwa hukum ada dalam kehidupan
masyarakat, dan dijunjung tinggi sebagai bagian kehidupan dalam
masyarakat. Umumnya anak kurang memahami bahwa tujuan
pokok diadakan hukum, termasuk hukum pidana adalah untuk
melindungi individu atau warga negara Indonesia dari kemungkinan
tindak kejahatan. ’

Sistem peradilan pidana di Indonesia, bagi siapa pun yang
melanggar hukum dan jika terbukti dalam persidangan maka akan

diberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatanya tersebut.

6 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, Bandung,
2003, h.40.

7 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2008, h.5



Kebanyakan hukum yang diberikan adalah dalam bentuk berupa pidana
penjara. Seiring dengan perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini
pelanggar hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan
oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.
Pelaksanaan hukuman akibat-akibat dari tindak pidana yang
dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan
orang yang telah dewasa. Tindakan koreksi terhadap anak di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) haruslah lebih bersifat
rehabilitasi dari pada bersifat menghukum.®
Membicarakan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana adalah
sangat peka sekali, disebabkan unsur kemanusian dan dalam hal ini
sangat menonjol dan berperan sekali. Anak dalam perkembanganya
sangat dipengaruhi lingkungannya sendiri.
Perkembangan yang dialami oleh anak adalah berupa
perkembangan jasmani dan rohani sehingga untuk membantu
perkembangan anak, orang tua, guru (pendidik), begitu juga tugas
petugas yang membina anak pidana di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA) diharapkan pengembangan ini selalu dalam
keseimbangan agar tidak terjadi kelainan pada anak.®
Prakteknya sering dilihat seorang anak dibawah umur mengendarai
kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor tanpa didampingi
orang dewasa sudah menjadi pemandangan yang wajar dan sering sekali
ditemukan seorang anak yang mengendarai kendaraan melebihi batas
kecepatan yang ditetapkan oleh rambu-rambu lalu lintas karena kondisi

kejiwaan seorang anak masih belum stabil. Seorang anak justru akan

sangat bangga dapat memacu kendaraannya secepat mungkin tanpa

8 W.A Gerungan, Psikologi Sosial, Ersco, Bandung, 2016, h. 215
% Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 66



memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut, memacu kendaraannya
dengan kecepatan yang tinggi tersebut dapat menyebabkan kecelakaan
lalu lintas yang dapat membahayakan jiwanya maupun jiwa orang lain.
Sikap dan tindakan anak-anak yang masih belum stabil dalam membawa
kendaraan di jalan seperti ugal-ugalan, memacu kecepatan tinggi dan
tidak memakai alat keselamatan di jalan raya, mengakibatkan terjadinya
kecelakaan lalu lintas yang memakan korban baik si pengendara maupun
orang lain.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak
disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau
tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia
(mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal) dan harta benda. Ada
beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut
seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan itu sendiri.
Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia dengan
kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan
kemudian ban pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas.

Anak-anak di bawah umur tidaklah diperbolehkan membawa
kendaraan bermotor sendiri sebab di dalam Undang-Undang No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seseorang
diperbolehkan membawa kendaraan bermotor apabila telah memiliki SIM
atau Surat Izin Mengemudi, dan SIM tersebut hanya boleh di peroleh

apabila sesorang telah berusia 17 tahun sebagaimana yang di jelaskan



didalam Pasal 81 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.

Peran kedua orang tua juga berpengaruh terhadap banyaknya
kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak, banyak orang
tua yang memperbolehkan anaknya untuk membawa kendaraan bermotor
di jalan raya dan dengan sengaja diberikan dengan alasan agar
mempermudah anaknya untuk berpergian kemana saja baik ke sekolah
maupun ketemapat-tempat lain.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami
luka-luka (baik berat maupun ringan) dan bahkan meninggal dunia
dilakukan oleh anak akhir-akhir ini sering ditemui, pemberian hukuman
atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus
pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus
pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran
pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya
adalah mahluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung
jawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu
yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sistem peradilan anak di Indonesia memiliki sistem penyelesaian
perkara yang berbeda antara anak-anak dan orang dewasa sebagai
pelaku tindak pidana. Sistem peradilan anak dikenal penyelesaian perkara

anak dengan metode diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak



dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dengan
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak mengatur tentang sistem pemidanaan anak dalam
pengenaan hukuman kepada anak melalui jalur Diversi. Diversi adalah
pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan
tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat ke proses yang
informal. Penanganan perkara tindak pidana anak yang dilaksanakan
dengan cara diversi. Penyelesaian dengan cara Diversi dianggap sebagai
suatu cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak
kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Suatu proses diversi merupakan suatu proses dimana semua pihak
yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama
memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat
segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban,
Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki,
rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara
Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Penyelesaian kasus perkara pidana anak di Indonesia tindak

pidana yang dapat diterapkan hukuman Diversi adalah tindak pidana yang



ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak
pidana seperti yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengenai kasus kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur mengenai
sanksi pidana terhadap seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas
yang menyebabkan korban meninggal dunia terdapat di dalam Pasal 310
ayat 1 sampai ayat 4, Pasal 311 ayat 1 sampai ayat 5 dan Pasal 312
dimana dinyatakan pada pasal 310, setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229
ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu
setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Apabila menyebabkan korban
meninggal dunia maka hukumannya adalah pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas

juta rupiah).
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Pasal 311 ayat 1 hingga ayat 4 mengatur tentang tindak pidana
kecelakaan lalu lintas bagi seseorang yang dengan sengaja
mengemudikan kendaraan bermotor yang membahayakan bagi nyawa
atau barang dengan ancaman hukuman paling rendah 1 tahun atau denda
Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah)apabila hanya membahyakan orang lain,
pidana penjara 2 tahun atau denda Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
apabila mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan barang,
pidana penjara 4 tahun atau denda Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
apabila menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan
dan/atau barang, pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda Rp.
20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila kecelakaan lalu lintas
tersebut meyebabkan korban luka berat, dan pidana penjara paling lama
12 tahun atau denda Rp. 24.000.00,00 (dua puluh empat juta rupiah)
apabila menyebabkan korban meninggal dunia.

Pasal 312 mengatur mengenai apabila setiap orang yang
mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan dan dengan
sengaja tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan
Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf
b, dan huruf ¢ tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00

(tujuh puluh lima juta rupiah).
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Melihat dari Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 tersebut di atas
maka dimungkinkan seorang anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu
lintas dapat dilakukakan penyelesaian dengan menggunakan diversi
mengingat di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang sistem peradilan
Anak, bahwa penyelesaian kasus tindak pidana anak dapat di lakukan
apabila ancaman hukuman tindak pidan tersebut di bawah 7 (tujuh) tahun
dan bukan pengulangan tindak pidana. Namun demikian terdapat
beberapa kasus yang tidak dapat di diversikan hal ini disebabkan
ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun seperti yang terdapat di dalam
Pasal 311 ayat 4 dan 5.

Permasalahannya kini apakah pengadilan di indonesia menerapkan
konsep diversi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ataukah
anak akan dipersamakan hukumannya dengan orang dewasa menginggat
pada tanggal 20 November 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Deklarasi ini
memuat 10 (asas) tentang hak- hak anak, salah satunya yaitu anak
berhak memperoleh kesempatan yang di jamin oleh hukum dan sarana
lain, agar menjadikan nya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik,
kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi sehat,
normal, sesuai dengan kebebasan dan harkatnya.*°

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul tesis tentang
"Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang
Mengakibatkan Matinya Korban(Studi Satuan Lalu Lintas Kepolisian

Resor Aceh Utara)”.

10 Maidin Gultom, Prlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradialan
Anak. Refika Aditama : Bandung, 2010, h.45
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. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana lalu lintas yang
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak?
. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian hukum oleh Kepolisian Unit
Lantas Kepolisian Resor Aceh Utara dalam tindak pidana lalu lintas
yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh
anak ?

. Bagaimana hambatan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Aceh
Utara dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh anak

dan bagaimana upaya mengatasinya ?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana
lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang
dilakukan oleh anak.

. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian
hukum oleh Kepolisian Unit Lantas Kepolisian Resor Aceh Utara dalam
tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang
lain yang dilakukan oleh anak.

. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Satuan Lalu Lintas

Kepolisian Resor Aceh Utara dalam penyelesaian tindak pidana lalu
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lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan
oleh anak dan upaya mengatasinya.
Adapun manfaaat penelitian ini adalah :
1. Manfaat akademis
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu
hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian
kecelakaan lalu lintas oleh anak.
b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam
penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh anak.
2. Manfaat praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori
tambahan dan informasi khususnya penyelesaian kecelakaan lalu
lintas oleh anak.
b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis
penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan

hilangnya nyawa orang lain dengan pendekatan diversi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual.
1. Kerangka Teori.
Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk
mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan
kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas

masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-
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pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut
diamati.!!

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan
adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta
mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan,
asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi
landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.
Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang
relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu
menganalisis fenomena sosial yang diteliti.

Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Sistem Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti
hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang
terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu
sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.
Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis

seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.!?

Orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-

undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah

11 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada
Press, Yogyakarta, 2003, h.39-40.

12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, 2012, h.115
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satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7
(tujuh) unsur yaitu:

1) Asas-Asas Hukum
2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang :
3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
4) Pranata-Pranata Hukum
5) Lembaga-Lembaga Hukum
6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan
sistem manajemen perkantoran
b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
c) Kendaraan
d) Gaji
e)Kesejahteraan pegawai / karyawan
7) Budaya hukum yang tercermin oleh prilaku pejabat (eksekutif,
legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga prilaku masyarakat yang
di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-
benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar
bersalah. 13

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas
apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem
hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu
unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan
kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan
apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan,
rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan
proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan
prilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku

di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas,

13 C.F.G. Sunaryati Hartono, Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca
Tahun 2003, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014, h.227
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yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang
satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling
mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.*

Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) tidak dapat
dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur
hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum
yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja
komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami
kepincangan.?® Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan
pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi
polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum.
Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum,
maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh
aparatur penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur
penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis
kepercayaan para warga terhadap hukum.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan
penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang
tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya

penegakan hukum yang diharapkan.'®

4 llhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014,
h.39.

15 R. Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung,
Jakarta, 2017, h. 7.

16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5.
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Istilah  criminal justice system atau sistem peradilan pidana
menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan
mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin
menyatakan bahwa criminal justice system dapat diartikan sebagai
pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi
peradilan pidana.l’” Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan
hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi
dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri
mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara
rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan
segala keterbatasannya.

Menurut Anthon F. Susanto, sistem peradilan pidana adalah sistem
pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai
berikut:

1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga
masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang
bersalah dipidana.

3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan
tidak mengulangi lagi kejahatannya. 18

b. Teori pertanggungjawaban
Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian

pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada

dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.

17 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, (Bandung : Binacipta, 2016),
h.14

18 Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita, (Bandung : Refika Aditama, 2014),
h.74.
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Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral
yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran
kesalahan dikenal dengan dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea
dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang
bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.*®

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga
dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus
kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah
seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu
tindakan pidana yang terjadi atau tidak.?°

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam
Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang,
seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut,
apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan
pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang
dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka
hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada
kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh

sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan

19 Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 13.
20 |bid, h. 15.
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sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah
dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau
kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau
kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.

2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik
dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.

3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban
si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.?!

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya
celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif
yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar
dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat
perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan
dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang
terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung
jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya
pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang
dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya

merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk

21 |bid, h. 156.
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bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu
perbuatan tertentu.??
b. Teori pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan
hukum acara pidana (formeel strafrecht/strafprocessrecht) pada
khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk
menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh
hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam
bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan
dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari
hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan
dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan
itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori
pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1) Conviction-in Time.

22 Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Prenada Media Group, Jakarta, 2018,
h.68
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Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya
seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan
hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan
terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan
keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan
boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang
diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan
alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan
dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Kelemahan sistem
pembuktian conviction-in time adalah hakim dapat saja menjatuhkan
hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan
belaka tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang
dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa.
Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan
kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud
kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini. Sistem ini memberi
kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.
2) Conviction-Raisonee.

Sistem conviction-raisonee pun, keyakinan hakim tetap memegang
peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan
tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam
sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa

tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonee, keyakinan hakim
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harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus
mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa
berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan juga
bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim
wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang
mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori
pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas
untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrijs bewijstheorie).
Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke
stelsel).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti
yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau
tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti
yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut
undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa
mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak
tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.  Sistem
pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar
hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-
mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas
kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang
terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan

kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti
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yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian
formal (foemele bewijstheorie).

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief

wettelijke stelsel).
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif
merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang
secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau
conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif
dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang
paling dominan diantara kedua unsur tersebut.?®

2. Keranga Konseptual

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari
penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka
konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian yaitu :

a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih
mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-
komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian
mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalah.
Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara
konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan

diterjemahkan dan memiliki arti.??

28 Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,
2004. h. 39

28 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka,
Jakarta, 2012. h. 10
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b. Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan
hal yang membentuk Kketeraturan serta memiliki efek terhadap
pelanggarannya,®® yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap
hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang
berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang
menjadi dasar penilaiannya

c. Penyelesaian adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari
setiap masalah yang dihadapi.?®

d. Tindak pidana Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak
diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa
pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau

kerugian harta benda.?®

e. Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa
kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi dijalan
raya secara tidak disangka dan tidak disengaja yang mengakibatkan
korban manusia maupun harta benda.

f. Lalu Lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di
jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat
gerak. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan

24 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.89.

25 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka,
Jakarta, 2018, h.186

%6 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya,
Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.35.
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g. Anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa
anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap
seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Adapun yang dimaksud
dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum
sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak
tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang
subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap
perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan
anak itu.

h. Matinya korban atau hilangnya nyawa orang lain adalah berakhirnya
fungsi biologis tertentu, seperti pernafasan dan tekanan darah serta
kakunya tubuh, hal-hal tersebut dianggap cukup jelas sebagai tanda-
tanda kematian.?’

i. Sat Lantas ADALAH unsur pelaksanan tugas pokok yang berada
dibawah Kapolres. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan
membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi turjawali,
pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, registrasi dan

identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan

27 |dries AM, Penerapan Iimu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan
Sagung Seto, Jakarta, 2008, h. 11.



26

lalulintas dan penegakan hukum dibidang lalulintas, guna memelihara
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas, yang bertanggung jawab kepada
Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali

Wakapolres.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum
ditemukan penulisan hukum tentang Penyelesaian Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Matinya
Korban(Studi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Aceh Utara).Namun
dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan
hukum yang terkait dengan tindak pidana lalu lintas, yaitu :

1. Zahru Arqom/08/276003/PHK/5136 (Prog. Pasca Magister Hk.
Litigasi): "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang
Mengakibatkan  Luka Berat (Studi Kasus Putusan No.
158/Pid.B/2014/PN.Mdn)”. Permasalahan dalam tesis ini adalah :

a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
lalu lintas yang mengakibatkan luka berat ?

b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana
lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dalam kasus putusan

No.158/Pid.B/2014/PN.Mdn ?
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c. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka
berat dalam kasus putusan No.158/Pid.B/2014/PN.Mdn. ?

2. Indang Sulastri/07/259211/PHK/4298 (Prog. Pasca Magister Ilimu
Hukum): "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Akibat
Kelalaian Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor :
181/Pid.B/2015/PN.Mdn)”. Permasalahan dalam tesis ini adalah :

a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak
pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa
orang lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mdn ?

b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam
menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan terhadap tindak pidana
kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang
lain dalam putusan Nomor 181/Pid.B/2015/PN.Mdn ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang
dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok
bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di
atas. Tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang
dikemukakan di atas.

F. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan
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perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan
dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat
sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk
menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi
adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam
masyarakat.?® Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah
mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan
dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui
penerapannya dalam praktik.2®

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan
didukung oleh data empiris yaitu suatu penelitian yang menempatkan
norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan
perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-
undang®. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum
yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal
sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.
2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan kasus (case approach),®® dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

28 Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta,
2017, h. 42.

29 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang, 2018, h.310

30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali
Pers,Jakarta, 2015, h. 70

31 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94
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b. Pendekatan konseptual (copceptual approach),® dilakukan dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu
hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan
sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum
dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.3®

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan ditelit. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan
data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan
kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data
dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang

dilakukan dengan menggunakan cara yaitu :

32 Ibid, h. 95
33 Ibid, h.96
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a. Penelitian kepustakaan (library research) vyaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan
penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier.

b. Penelitian lapangan (field research) vyaitu melakukan wawancara
dengan pedoman terstruktur kepada pihak yang berwenang di
Satlantas Kepolisian Resor Aceh Utara.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan
data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil
penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tertier.3*

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder.

Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,

34 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Op.Cit, h. 39.
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sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada

dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.3®

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan

asas dan kaidah hukum ini berupa :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book),

jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum

35 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2014, h. 122.
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yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum,
internet dengan menyebut nama situsnya. Di dalam penelitian ini,
buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang anak.
c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain

sebagainya.3®

5. Analisis Data
Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga
kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk
menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori
substantif.3” Untuk menemukan teori dari data tersebut maka
menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat.38

36 Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi
Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

37 Lexy J Moleong, Op.Cit, h.103

38 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105



